
a. behwa sesuai den_gan ketentuao dalam Pasal 3 
Peraturan Oaetah Kabupaten Cirebon No.mar 6 
Tabun 2018 teota:og Pembentnkan Organisasi Dan 
Tata Kerja Badan Kesatwm Bangsa Dan Politik 
.Kabupaten Cirebon, pertu diatu:r fnngsi, tugas pokok 
dan tata kerja; 

b. behwa berdasarkan pertimba:ngan sebagaimana 
dirnak:sud pada huruf a. rnalra fungsi, tugas pokok dan 
tat.a. kerja Radao .Kesatuan Bang;ia dan Politik, pedu 
ditetapkan dcnpn Ft:ratwanBupeti. 

1. Undaog-Undang Nomor 7 Tabun 2012 tenta:og 
Penanganan Kon1lik Sosia1 ([embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambabau 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315); 

2. Undang-Undang Nomoc 17 Tulnm 2013 tentang 
Oq,toisasi Kemasyaraka1an (Lembarao Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Ta:mbahan 
Lembaran Negara Rep1-1blik Indonesia Nomor 5430); 

3. Uodaog-Undang Nomor 5 Tabun 2014 teutang 
Aparatur Sipil Negara (Lem.be.ran Negara Republik. 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tumbaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undaog-Undang Nnmor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabon 2014 Nomor 244, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia NOIDOJ: 5587), 
sebagaimana telah bebe.rapakali cliubah, terakhir 
dengan Undang-Ondang Nornor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

PERATURAN BUPAn CIREBON 
NOMOR : 46 Tahuo 2018 

TENT.ANG 
FOIIG81, TUGAS PO.KOK DAJI TATA BTIUA 
MDU KBSATUAll BA1JGBA DA1I POLfflK 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI CIREBON, 

Menginl¢ 

Menirnbaog 

llOIIOR 4' TAJIUII :2018, SERI D. 14 

BERITA DAERAR KABUPATEII CJREBOll 

• 

• 



BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang cilmaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon: 
2. Pernerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah oleh Pernerintah Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pernbantuan dengan prinsip otonorni 
seluas-luasnya dalam .sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Repub1ik Indonesia sebagaimana dimaksud 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1"945; 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Cirebon; 

4. Bupati adalah Bupati Cirebon; 
5. SekTetariat Daerah adalah SekTetariat Daerah 

Kabupaten Cirebon; 
6. Sek.retaris Daerah adalah Sekrctaris Oaerah Kabupaten. 

Cirebon; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG FUN'GSI, TUGAS f()KOK 
DAN TATA KER.JA BADAN KESATUAN BANGSA DAN 
POLITIK 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 
Tahun 2018 tentang Badan Kesatuan Bangsa Dan 
Politik Kabupaten Cirebon (Lembaran Oaerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 6, Serl D. 2). 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Olrebcn Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan 
Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah 
Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten 
Cirebon Tahun 2016 Nam.or 9, Seri D.6); 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nemer 58, 
Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia 
Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tenta.ng 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nornor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5887); 

6. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daera.b (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

Menetapkan. 

• 

• 



BAB II 
TUGAS UMU.M .TABATAN STRUKTURAL 

Pasal 2 

(1) Setiap jaeatan struktural pada Badan Kesbangpol 
mempunyai tu~as umum. 

(2) Togas umum jabatan struktural sesuai dengan ruang 
lingkup Badan/ Sekretariat/ Bidang/ Subbagian/ 
Subbidang sebagaimana dimaksud, pada ayat (1), 
meliputi: 

• 

7. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Kabupaten Cirehon yang .selanjutnya disingkat Badan 
Kesbangpol; 

8. Kepala Badan adalah Kepala Baden Kesatuan Bangsa 
dan Politik Kabupaten Cirebon; 

9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kesatuan 
Ba:ngs.a dan Pdlitik Kabupaten Cirebon; 

IQ. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon; 

11. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik Kabupaten Cirebon; 

12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan 
Kesatuan Bangsa. dan Politik Kabupaten Cirebon; 

is. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon; 

14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 
Cirebon; 

15. Subbidang adalah Subbidang pada Badan Ke:satuah 
Bangsa dan Politik Kabupaten Oirebon; 

16. Kepala Subbidang. adalah Kepala Subbidang pada 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 
Cirebon; 

17. Tugas Pokok adalah ringkasan tugas teknis yang 
terdapat-pada jabatan struktural; 

18. 'Tugas Umum adalah tugas manajerial yang melekat. 
pada setiap jabatan struktural; 

19. Jabatan F:ungsiotial: .adalah kedudukan yang. 
.menunjukkan tugas, tanggung ja:wab, wewenang dan 
hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan 
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
didasarkan pada keahlian atau ·keterampilan tertentu 

· serta bersifat mandiri; 
20. Kelompok jabatan fungsional.adalah kumpulan jabatan 

fungsional yang terdiri .atas sejumlah tenaga ahli dalarn 
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai 
lcelompok sesuai keahliannya. 

• 



Pasal 3 

{l) Kepala .Badan meJnpuhyai Iungsi : 
a. p.erumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian 

rencana strategis dan rencana kerja Badan 
Kesbangpol; 

b. -perumusan dan penetapan ~tandar ·Operasfonal 
Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan 
Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), 
Indeks .Kepuasan Masyarakat (IKM), Badan 
Kesbangpol;. 

c. perencanaan dan pengendalian arrggaran Badan 
Kesbangpol.' 

d. pengendalian urusan administrasi Badan 
Kesbangpol; 

e. pengefidalian dan pembinaan teknis bidang bina 
ideologi, wawasan kebarrgsaan dan politik dalam 
-negeri; 

f. pengendalian dan pembinaan teknis bidang 
.ketahanan bangsa dan organisasi kemasyarakatan; 

g. pengendalian dan pembinaan teknis bidang 
kewaspadaan nasional; 

h. penetapan pedornan teknis pengaturan Norma, 
Standar, Prosedur dan Kritena (NSPK) bid~g 
kesatuan bangsa ·dan pelitik; 

-i. pelaksanaan monitoring! evaluasi dan pelaporan 
kinerja Badan Kesbangpol; dan 

• 

BAB Ill 
KE-PALA BADAN 

bah an 

dan 
dan 

menganalisis kegiatan 
bah an perencanaan 

a. mernimpin dan, mempertanggungjawabkan, kegiatan; 
b. merencanakan .kegiatan tj_an anggaran; 
c. menyusun. standar teknis dan standar operasional 

prosedur: 
d. mengoordinasikan keglatan dengan unit 11:erja lain; 
e. memberi petunjuk, mendistribusikan tugas- kepada 

pegawar/ bawahan; 
f. mengevaluasi dan 

program sebagai 
pengendalian; 

g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan, 
penyelenggaraan program, kegiatan, tugas dan 
kinerja pegawai/ bawahan; 

b. membina, menilai dan mengevaluasi tugas dan 
kinerja pegawai/ bawahan; 

1. memberikan saran, masukan dan 
pertimbangan kepada pirripinan; dan 

j. rnelaporkan kegiatan kepada pirnpinan. • 



Bagian Kedua 
Subbagian Program clan Keuangan 

Pasa15 

( 1) Subbagian Program dan Ktuangan 'mernpuriyai fungsi: 

• 

Pasal 4 

· (1) Sek:retari:at 'mempunyai .fqngsi: 
a. pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi 

pelaksanaan kegiata:n Badan Kesbangpol; 
b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan 

program Badan Kesbangpol; 
c, pembinaan dan pemberian Iayanan administrasi 

yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, 
keuangan, kerumah~anggaan, arsip dan 
dokurnentasi Badan Kesbangpol; 

d. perigelelaan pengaduan dan pelayanan informasi; 
e. penyelenggaraarr keordinasi dan penyusunan 

Japoran Badan Ke,sbangpol; 
1. pembinaan penyelenggaraan 'organisasi dan tata 

laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat; 
g, penyelenggaraan _pengefolaan barang milik/ 

kekayaan negara, clan 
h. penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang, sekretaris (unsur stat) 

yan~ melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Badan. 

(~) Bekretaris mernpunyai tugas pokok rnelaksanakan 
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan 
pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit 

·kerja di li~gkungan Badan. 

• 

j. pelaksanaan tugas kedinasan Jain yang diberikan oleh 
Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(2) Kepala Badan adalah pimpinan Badan Kesatuan 
Ban~sa dan Poljtik Kabupaten Cirebon yang 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 

(.3) Kepala Badan rnempunyai tugas pokok merencanakan, 
merumuskan, kebijakan, membina administrasi dan 
teknis, rnengoerdinasikan, menge,ndalikan, serta 
mengecaluasi penyelenggaraan program clan kegiatan di 
bidang kesatuan bangsa dan politik. 

BABIV 
SEKRETARlAT 
Bagian. Kesatu 

Sekretariat 

,. 



(1) Subbagian Urnum dan Kepegawaian mernpunyai fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Um1JID dan. 

Kepegawaian; 
b. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan 

prasarana kantor; 
c. l?engelQlaan urusan rumah tangga, perneliharaan 

sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan 
keamanan dalam; 

d, pengelolaan penyimpanan barang rnilik negara; 
e. pengelolaan arsip, penataan. dokumen, surat 

.menyurat dan ekspedisi dinas; 
f. pengelolaan layanan informasi, aspirasi dan 

pengaduan Badan Kesbangpol; 
g. p.enyiapan bahan pembinaan Standar Operasional 

Prosedur {SOP) tiap-tiap unit kerja; 

Bagian Ketiga 
Subbagian Umum. dan Kepegawaian 

Pasal 6 • 

a. penyusunan rencana Kegfatan Subbagian Program. 
dan Keuangan; 

b. penyusunan bahan rencana anggaran dan program 
Badan Kesbangpol; 

c. pelaksanaan koordinasi dan pengukuran kinerja ti~p 
unit kerja di Badan Kesbangpol; 

d. pelaksanaan koordinasi dart evaluasi pelaksanaan 
teknis kegiatan tiap-tiap unit- kerja; 

e. penatausahaan keuangan Badan Kesbangpol; 
f, pemberian layanan -administrasi bidang keuangan; 
g. pelaksanaan verifikasi dokumen dan rencana 

pelaksanaan. anggaran Badan Kesbangpoi; 
h. penyiapan bahan pertanggµ;ngj-awaban dan pelaporan 

keuangan Badan Kesbangpol; 
i. pelaksanaan pencatatan barang/ aset milikdaerah; 
j. pelaksanaari evaluaei dan pelaporan hasil 

pelaksariaan tugas; dan. 
k. pelaksanaan tugas kedinasan Iain sesuai dengan 

rugas dan fungsinya. 
(2) Subbagian Program dan Keuangan dipirnpin oleh seorang 

Kepala Subbagian Program dan Keuangan (unsur staf) 
yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(3) Kepala Subbagian Program dan Keuangan. memp1;1nyai 
tugas pokok penyiapan bahan perencanaan, evaluasi, 
pengukuran kinerja, penyusunan anggaran, 
penatausahaan 'keuangan, pencatatan aset dan 
penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban 
.keuangan, 

• 



(1) Bida.ng Bina ldeologi, Wawasan Kebangsaao da.n Politik 
dan Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi : 
a. penyusunan renoana dan program kerja 

lingkup bina ideologi, wawasan kebangsaan. dart 
politik dalam negeri; 

b. pengembangan dan aplikasi bina ideologi, wawasan 
kebangsaan.serta .nilai-nilai ke bangsaan: 

c. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kualitas, 
pemantapan wawasan kebangsaan, nilai-nilai 
kebangsaan, solidaritas dan kesatupaduan 
masyarakat; 

d. pelaksanaan program kebijakan mediasi, 
koordinasi, komunikasi dan fasilitasi penguatan 
wawasan kebangsaan serta pengkaiian masalah 
ideoJogi; 

e. penyusunan bah-an kebijakan fasilitasi partai politik 
dan pemilihan umum serta pemilihan lruwu; 

• Pasal 7 

Bagjan Kesatu 
Bidaog Bina fdeologi, Wawasan Kebangsaan dao 

Politik Dalam Negeri 

BABV 
BlDANG BI.NA IDEOLOGI, WAWASAN 

KEBANGSAAN DAN POLITIK DALAM NEGERI 

b. pengelolaan admioistrasi kepegawaian Badan 
Kesbangpol; 

i. penyiapan bahan kebutuhan pegawai, rencana 
pendidikan clan pelatihan, pengembangan karir, 
pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian 
sanksi dan penghargaan pegawai; 

j. pengaturan acara rapat Badan, keprotokolan dan 
'hubungan masyarakat; 

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil 
pelaksanaan tugas; clan 

1. pelaksanaan tugas kedfnasan Iain sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

(2} Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleb 
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian (unsur sta1) 
yang melaksanakan tugas langsung di bawah dao 
berlanggung jawab kepada Sekretarls. 

(3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai 
tugas pokok melaksaoakan pengelolaan kctatausahaan, 
ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah 
tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan 
Badan Kesbangpol. 

• 



(1) Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kcbangsaan 
mempunyai fungsi : 
a. penyusunan rencana dan program kerja 

lingkup Subbidang Bina ldeologi dan Wawasan 
Kebangsaan; 

b. _pengembarigan dan aplikasi bina ideelogi, wawasan 
kebangsaan serta nilai-riilai kebangsaanj 

c, periingkatan solidaritas dan kesatupaduan 
masyarakat; 

d. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kualitas dan 
pemantapan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai 
kebangsaan'bagi segenap lapisan masyarakat; 

e. pernbinaan penguatan pemahaman ideologi 
patica~i,Ia; 

f. penyusunan bahan kebijakan mediasi, koordinasi 
komunikasi dan fasilitasi terbadap penguatan 
.wawasan keoan~saan; 

g. pelaksanaan program mediasi, koordinasi, 
komunikasi dan Iasilitast penguatan wawasan 
kebangsaan, 

h. pengkajian masalah ideologi dalarn berbagai 
dimensi kehidupan; 

• 

Ba:gian Kedua 
Subbidalig Bina ldeologi dan Wawasan Ke'bangsaan 

Pasal 8 

f. pembinaan dan fasilitasi bantuan keuangan Partai 
Politik; 

g. pembinaan dan fasilitasi pendidikan ti.an 
pengembangan sistem politik; 

h. penginventarisasian permasalahan dan perolehan 
suara partai politik pada pemilu legislatu, pemilu 
presiden dan wakil presiden serta pernilu kepala 
dan wakil kepala provinsi / daerah; 

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
kegiatan bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan 
dan politik dalam negeri; dan 

j. pelaksanaan fungsi lair! yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

('.2) Bidang Bina .Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik 
Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidarrg 
merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesbangpol. 

(3) Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangaaan dan 
Politik Dalam Negeri rnempunyai tugas pokok mengelola 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di 
bidang Ideologi, wawasan kebangsaan dan politik dalam 
negeri. 

• 



(l) Subbidan:g Politik Dalaro Negeri mempunyai fungsi : 
a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup 

Subbidang Politik Dalam Negeri; 
b, penyusunan bahao kebijakan fasilitasi partai 

politik dan pemilihan umum serta pemilihan kuwu; 
c. pernbinaan dan fasilitasi bantuan keuangan partai 

politik; 
d. pembinaan dan fasllitasi pendidikan dan 

pengembangan sistern politik; 
e. 'penginvenfarieaaian permasalahan dan perolehan 

suara partai politik pada pemilu legislatif, pemilu 
presiden dan wakil presiden serta pemilu Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah: 

f. pela.ksanaan monitoring, evaluasl dan pelaporan 
.kegiatan Subbidang Politik Dalam Negcri; dan 

g. pelaksanaan fu.ngsi lair) yang diberlkan oleh 
atasan.sesuai 'dengan tugas dan fungsinya. 

(2) Subbidaog Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang 
Kepala Subbidang Politik Dalam Negeri adalah unsur 
pelaksana yang langsung berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada KepaJa Bidang Bina ldeologi, 
Wawasan Kebangsaan dan Politik Dalam Negeri, 

{3) Kepala Subbidartg Politik Dalam Negerl mempunyai 
tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 
melaporkan pelaksanaan rugas pelayanan polltik dalam 
negeri, 

• 

Bagian Ketiga 
Subbidang Politik Dalam Negeri 

Pasal 9 
• 

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
kegiatan penguatan wawasan kebangsaan; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan tugas dan Iungsinya. 

(2) Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 
dipirnpin oleh seorang Kepala Subbidang Bina ldeologi 
dan Wawasan Kebangsaan adalah unsur pelaksana 
yang la.ogsung berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan 
Kebangsaan dan Politik dan Politik Dalam Negeri. 

(3) KepaJa Subbidang Bina ldeologi dan Wawasan 
Kebangsaan mempunyai tugas pokok merencana.kan, 
melaksanakao, mengevaluasi dan melaporkan 
pelaksanaan tugas pelayanan pembinaan bina Ideologi 
dan wawasan kebangsaan. 



Pasal 10 

BAB VI 
BIDANG ·KETAHANAN BANGSA DAN ORGANISASl 

KEMASYARAKATAN 
Bagian Kesatu 

Bldang Ketabanan Bangsa dan Organisasi 
Kemasyarakatan 

e. 

f. 

g. • h. 
i, 

• 

(1) Bidang Ketahanan Bangsa dan Organisasi 
Kemasyarakatan mempunyai fungsi : 
a. penyusunan rencana dan _program kerja 

lingkup Bidang Ketahanan Bangsa dan Organisasi 
Kemasyarakatan; 

b. penyusunan rumusan kebijakan perencanaan 
operasional di bidang .ketahanan ekonomi, seni dan 
budaya, agama dan aliran kepercayaan, pernbauran 
dan akulturasi budaya; 

c. pelaksanaan fasilitasi peningkatan pembauran 
antar golongan, etnis, suku, umat beragama dan 
sosial budaya serta pengendalian peredaran 
narkoba; 

d. pelaksanaan pengkajian masalah kerukunan dan 
ketahanan bangsa serta pengawasan aliran 
ke.percayaan masyarakat; 
penyusunan ru:musan bahan kebijakan (asilitasi 
kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan; 
pelaksanaan fasilitasi bantuan hibah kepada 
organlsasi / Iembaga kemasyarakatan; 
pelaksanaan mediasi, koordinasi, komunlkasi dan 
Iasilitasi kelernbagaan dan organisasl 
kernasyarakatan; 
pengumpulan dan pengolahan data pengembangan 
organisasi kemasyarakatan; 
pelaksanaan inventarisasi data dan indentillkasi 
.keberadaan clan jurnlah organisasl 
kemasyarakatan; 

J. pelayanan rekomendasi penelitian, riset dan survei 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon; 

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; dan 

I. -pel~aan fungsi lain yang diberikan oleh atasa.n 
.sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(2) Bidang Ketahanan Bangsa dan Organisasi 
Kemasyarakatan dipimpin oleb seorang Kepala Bidang 
Ketahanan Bangsa dan Organisasi Kemasyarakatan 
merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan 
hertanggung jawab kepada KepaJa Badan. 



(1) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai 
fungsi : 
a. penyusunan rencana dan program kerj-a lingkup 

Subbidang Organisasi K~m1;1.syaraka.tan; 

Bagian K:etiga 
Subbidang Organisasi Kemasyara.kata~ 

Pasal 12 

Bagian Kedua 
Subbida.ng Ketahanan Ba~gsa 

Pasal 11 

(1) Subbidang Ketahanan Bangsa mempunyai fungsi: 
a. penyusunan rencana, dan program kerja .lingkup 

Subbidang ~etaha:han Bangsa; 
b. penyusunan rumusan kebijakan perencanaan 

operasional di bidang ketahanan ekonomi, seni dan 
budaya, .agama dan aliran kepercayaan, pembauran 
dan akulturasi budaya; 

c. pelaksanaan. fasilitasi peningkatan pembauran 
antar golongan, etnis, suku, umat beragarna serta 
sesial budaya di berbagai aspek kehidupan 
masyarakat; 

a. pelaksanaan pengkajian masalah kerukunan dan 
.ketaflanan 'bangsa; 

e. peningkatan pemberdayaan kerukunan antar umat 
beragama dan 'pengawasan aliran kepetcayaan 
masyarakat; 

f. pemantauan pengendalian peredaran narkoba; 
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas; dan 
h, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan tugas dan Iungsinya . 
(2) Subbidang Ketahanan Bangsa dipirnpin oleh seorang 

Kepala Subbidar'rg Ketahana:n Bangsa adalah unsur 
pelaksana yang langsurrg 'berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan 
Bangsa dan Organisasi Kemasyarakatart. 

(3) Kepala Subbidang Ketahanan Bangsa rnempunyai tugas 
pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi 
dan melaporkan pelaksariaan tugas pelayanan 
pembinaan ketahanarr bangsa. 

Organisasi 
mengelela 
daerah di 
organisasi 

(3) Kepala Bidang Ketahanan Bangsa, dan 
K:e.tna5.yarakatan mernpunyai nrgas 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
bidang .ketahanan bangsa. dan 
kemasyarakatan. 

• 

• 



.................... ~~~~ 

• 

b. penyusunan rurnusan bahan kebijak:an Iasilitasi 
kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan; 

c. pelaksanaan fasllitasi bantuan bibah kepada 
organisasi/ lembaga kemasyarakatan; 

d. pelaksanaan mediasi, koordlnasi, komunikasi dan 
rasilitasi kelembagaan dan organisasi 
kemasyarakatan: 

e, pengumpulan dan pengolahan data pengembangan 
organisasi kemasyarakatan; 

I, pelaksanaan inventarisasi data dan indentifikasi 
keberadaan dan jumlah organisasi 
ke.masyarakatan; 

g. pelayanan rekomendasi penelitian, riser dan .survei 
di linglcunganPemerintah Kabupaten Cirebon; 

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
kegiatan organisasi kemasyarakatan; dan 

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
sesual dengan tugas danfungsinya 

(2) Subbidang Organisasi Kernasyarakatan dipimpin oleh 
seorang Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan 
adalah unsur pelaksana yang langsung berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Ketahanan Bangsa dan Organisasi Kemasya.rakatan. 

(3) Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan 
mempunyai tugas pokok merencanakan, 
melaksanakan, mengevaluasi dan mclaporkan 
pelaksanaan tugas fasilitasi dan pembinaan erganisasi/ 
lembaga kemasyarakatan. 

BAB VII 
BWANG KEWASPADAAN NASIONAL 

Bagian Kesatu 
Bidang Kewaspadaan Nasional 

Pasal 13 

(1} Bidang Kcwaspadaan Nasional mempurtyai fungsi: 
a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup 

Bidang Kewaspadaan Nasional; 
b. pelaksanaan mediasi, koordlnasl, komunikasi dan 

fasilitasi terhadap penanganan konflik dan 
kewaspadaan dini terhadap terganggunya situasi 
kondisi wilayah, kerawanan radikalisme, terorisme 
dan le.mbaga/ orang asing; 

c. penyiapan kajian strategis kebijakan. dan fasilitasi 
penanganan konflik, kewaspadaan dini dan 
pengawasan Jembaga/orang asing; 

d. penyusunan bahan kebijakan penanganan konflik 
dan ketahanan sosial budaya serta kewaspadaan 
dini terganggunya situasi koadis! wilayah; 

• 



• 

e. pelaksanaan analisis dan evalaasi informasi 
strategis; 

L pelaksanaan analisis dan evaluasi kebijakan 
strategis; 

g. pengoordinasian kebijakan strategis pimpinan 
daerah; 

h. pelaksanaan kegiatan di bidang kerjasama 
intelejen; 

1. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
kegiatan penanganan kcnflik dan kewaspadaan dini 
ganggue.n situasi kondisi wilayah; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang d:iberikan oleh atasan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya, 

(2) Bidang Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh seorang 
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional merupakan 
unsur pelaksana yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Sadan. 

(3) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai 
tugas meogelola penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan daerah di Bidang Kewaspadaan Nasional. 

Bagian Ked:ua 
Subbidang Penanga.nan Konfilk dan Kewaapadaa.n Dini 

Pasal 14 

(1) Subbldang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini 
mempunyai .ftingsi : 
a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup 

Subbidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan 
Dini· • 

b. pelaksanaan mediasi, koordinasi, komunikasi dan 
fasilltasi terhadap penanganan konfilk dan 
kewaspadaan dini terhadap terganggunya situasi 
kondisi wilayah, kerawanan radikalisme, terorisme 
dan Iembaga/oraog asing; 

c. penyiapan kajian strategis kebijakan dan fasilitasi 
penanganan konflik, kewaspadaao dini dan 
pengawasan lembaga/ orang asing; 

d. penyusunan bahan kebijakan penanganan konllik 
dan ketahanan sesial budaya serta kewaspadaan 
dini terganggunya situasi kondisi wilayah; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
kegiatan penanganan konflik dan kewaspadaan dini 
gangguan situasi kondisi wilay:ah; dan 

t pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya 

(2) Subbidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini 
dipimp!n oleh seorang Kepala Subbidang Penanganan 
Konfiik dan Kewaspadaan Dini adalah unsur pelaksana 
yang langsung berada dibawab dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional. 

• 



(1) Dalam melaksanakan tugas pimpinan satuan organisasi 
pada Badan Kesbangpol menerapkan prinsip koordlnasl, 
integrasi, sinkronisasi dan sirnplikasi baik secara vertikaJ 
maupun horisonta.l. 

(2) Setiap pimpinan organisasi daJarn lingkuogan Badan 
Kesbangpol mengawasi bawahannya masing-masing dan 
bila terjadi penyimpangan agar mengambll langkah 
langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, 

BABVIll 
TATAKERJA 

Pasal 16 

• 

(l) Subbidang Bvaluasi lnformasi dan Kebijakan Strategis 
mempunyai fungsi : 
a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup 

evaluasi informasi dan kebijakan strategis; 
b. pelaksanaan analisis dan evaluasi informasi 

strategis; 
c. peJaksanaan analisis. dan evaluasi kebijakan 

strategis; 
d. pengoorctinasian kebijakan strategis pimpinan 

daerah; 
e. pelaksauaan kegi.atan di bidang kerjasama 

intelejcn; 
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

kegiatan evaluasi informasi dan kebijakan 
stra.tegis; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya, 

(2) Suobidang Ev-aluasi Informasi dan Kebijakan Sr.rategis 
dipimpin oleh seorang Kepala Evaluasi Informasi dan 
Kebijakan Strategls adalah unsnr pelaksana yang 
langsurrg berada dibawah clan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional. 

(3) Kepala Subbidang Evaluasi Informasi dan Kebijakan 
Strategis metnpunyai tugas pokok merencana.kan, 
melaksanakan, rnengevaluasi dan melaporkan tugas 
kerja sama bidanf:l evaluas! informasi dan kebijakan 
strategis. 

• 

(3) Kepala Subbidang Penanganan Konflik dan, 
Kewaspadaan Dini mempunyai tugas pokak 
merencanakan, rnelaksanakan, mengevaluasi dan 
melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan fasilitasi 
Penanganan Kon:flik dan Kewaspadaan Dini. 

Bagjan Ketiga 
Subbidang Evaluasi Informasi dan Kcebijakan Strategis 

PasaJ 15 



BAB XI 
KEPEGAWAIAN 

Pasal 19 
(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati 

atas usu! Sekretaris Daerah setelah memeouhi syarat 
administrasi dan kualifikas! berdasarkan ketentuan 
peratutan perundang-undangan. 

BABX 
HAL MEWAKILI 

Pasal 18 
(1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Sadan 

dapat menunjuk Sekretaris, 
(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, Kepala Badan dapat 

menunjuk Kepala Bidang, sesuai Bidang fungsi dan 
tugas pokoknya dan/ atau berdasarkan senioritas. 

dan cara 
ketentuan 

(2) Pengaturan mengenai laporan 
p'.enyampaiannya berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan. • 

(3) Set.lap pirnpinan satuan organisasi pada. Badan 
Kesbangpol bertanggung jawab memimpin nan 
mengkcordinasikan bawahan .rnasing-rnasing dan 
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan 
tugas bawahannya, 

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan 
'Kesbangpol wajib mengjkuti dan mematuhi petunjuk 
serta bertanggung jawab kepada atasan masing-maslng 
dan menyiapkan Japoran berkala tepat pada waktunya. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan saruan 
organisasi pada Sadan Kesbangpol daTi bawabannya 
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk 
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan 
petunjuk kepada bawahannya. 

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-rnasing kepada 
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada 
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai 
hubungan kerja. 

(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan 
organisasi di bawahnya dan dalam TIUJgka pemberian 
bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib 
mengadakan rapat berkala, 

B.ABIX 
PELAPORAN 

Pasal 17 

(1) Kepala Badan wajib memberikan laporan pelaksanaan 
tugasnya seoara berkala kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah, 

• 



BERJTA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 4, , SERill.14 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 1fi A£.il..t\ls- 2013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON. 

SUNJAYA PURWADTSASTRA 

Ditetapkan di Surnber 
pada tanggal 13 Agustus 2018 

BUPATl CIREBON, 

ttd 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraruran. Bupati 1111 dengao 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon . 

Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal 22 

Deogan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan 
Bupati Cirebon Nomor 59 Tahun, 2017 tentang Fungal, 
Togas Pokok, Uraian Togas dan Tata Kerja Kantor Kesatuan 
Bangsa dan Politik (Serita Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2017 Nomor 59 Seri D.3), dicabut dan dinyatakan 
tidak berlalru. 

Pasal21 

BABXllI 
KETENTUAN PENUTUP 

BABXII 
KETENTUAN LAIN 

Pasal 20 

(1) Uraian tugas jabatan struktural, ditetapkan lebih lanjut 
oleh Peraturan Bupati. 

(2) Penetapan dan. uraian tugas jabatan fungsional umurn, 
ditetapkan lebih Ianjut oleh Peraturan Bupati. 

(2) Kepala Badan bertanggung jawab dalam pelaksanaan 
pernbinaan kepegawaian di lingkup Badan. 

• 

• 



SERITA OAERAH KABUPATEN CIREBON TARUN 2017 NO MOR .U , SERI D, 1.C 

Diundangkan di Sum:ber 
pada tanggal 1, qunu.s a>tJ 

SEKRETARIS DAER:AH KABUPATEN C1REBON 

SUNJA YA PURWAOISASTRA 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 13 Agustus 2018 

BUPATI ClREBON, 

ttd 

Agar setiap orang mengetahuinya, memeriotahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon . 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal 22 

BAB__xJII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21 

Dengan berlakuoya Peraturan Bupati Ini, maka Peraturan 
Bupati Cirebon Nomor 59 Tahun 2017 tentang Fungsi, 
Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kantor Kesatuan 
Bangsa dan Politik (Betita Daerah. Kabupaten Cirebon 
Tahun 2017 Nornor 59 Seri 0.3), dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

BAB XII 
KETENTUANLAIN 

Pasal 20 
(1) Uraian tugas jabatan struktural, ditetapkan lebih Jaojut 

oleh Peraturan Bupati. 
(2) Penetapan dan uraian tugas jabatan fungsional umurn, 

ditetapkan Jebih .lanjut oleh Peraturan Bu_pati. 

(2) Kepala Badan bertanggung jawab dalam pelaksanaan 
pernbinaan kepegawaian di lingkup Badan. 

·~ 

• 

• 
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